PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI GURU – GURU








Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SD, SMP, dan 
SMA swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, 
Provinsi Riau. Maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah 
swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, 
Provinsi Riau belum dapat terlaksana dengan baik. Dari 6 (enam) 
sekolah yang diteliti hanya 2 (dua) sekolah yang 
mengikutsertakan guru sekolah tersebut dalam program BPJS 
Ketenagakerjaan. Selain itu masih banyak guru – guru sekolah 
swasta yang masih belum mengenal apa itu BPJS 
Ketenagakerjaan berikut program yang ditawarkan. Sebagian 
besar guru – guru sekolah swasta masih bergantung pada gaji 
yang diterimanya dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, juga 
dalam menanggung segala resiko yang ada baik untuk diri sendiri 
maupun keluarga. 
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS 
Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan 
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yaitu:  
1) kurangnya sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan 




penelitian, penulis masih menemukan ada sekolah swasta 
yang guru – guru nya sama sekali belum mengetahui apa itu 
BPJS Ketenagakerjaan berikut programnya.  
2) Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru 
sekolah swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten 
Rokan Hilir, Provinsi Riau belum dapat dilaksanakan secara 
masimal karena Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan 
Bagan Sinembah baru beroperasi bulan Juli 2017 (kurang 
lebih 4 Bulan masa operasi) dikarenakan Kantor BPJS 
Ketenagakerjaan ini merupakan Kantor yang dulunya 
berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten yang kemudian 
Pindah ke Bagan Sinembah. Akibatnya dibutuhkan waktu 
dalam proses penyesuaian, kurangnya SDM di kantor 
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bagan Sinembah 
juga memperlambat kinerja Kantor Cabang BPJS 
Ketenagakerjaan tersebut.  
3) Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan juga masih sulit untuk 
dilakukan karena kendala finansial masing – masing 
sekolah atau instansi yang ada.  
4) Kesadaran mengenai pentingnya memiliki atau mengikuti 
jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan diri dan 






Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dengan sudah 
beroperasinya Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bagan 
Sinembah kurang lebih 4 bulan, diharapkan dapat memberi dampak 
yang baik khususnya untuk kemajuan dalam pelaksanaan BPJS 
Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kecamatan 
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, khususnya 
dalam memberikan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan 
program yang ditawarkan itu sendiri. Untuk itu penulis juga 
memberikan saran – saran yang diharapkan dapat berguna bagi guru – 
guru dan intansi Pendidikan Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, 
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, antara lain: 
1. Yayasan yang menaungi sekolah swasta yang ada agar 
berperan aktif dalam mencari informasi dan memberikan 
sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan beserta program 
yang ditawarkan. 
2. Guru – guru sekolah swasta juga perlu mengambil peran 
aktif dalam mencari informasi – informasi yang ada 
mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan program yang 
ditawarkan melalui perangkat elektronik yang sudah maju 
saat ini, karena apabila pihak sekolah tidak memungkinkan 




Ketenagakerjaan maka guru – guru dapat mendaftarkan 
dirinya sendiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
3. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja maupun melalui 
dinas – dinas terkait lainnya juga perlu memberikan 
sosisalisasi mengenai pentingnya jaminan sosial nasional 
terlebih BPJS Ketenagakerjaan dan program yang 
ditawarkan. 
4. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan juga perlu melakukan 
sosialisasi mendalam mengenai apa itu BPJS 
Ketenagakerjaan beserta Program – programnya serta 
memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara BPJS 
Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan itu sendiri, 
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